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Peraturan Prundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah

Wawancara

Nurhayati, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Bagian Perundang —
Undangan, wawancara tanggal 8 Januari 2018.

Suratno, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali,

wawancara tanggal 8 Januari 2018.
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